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UU Jaminan Produk Halal Mulai
Diterapkan, Apakah Pelaku Usaha Siap?

Setelah melewat

akan memasul

Oktober 2026.

Artinya, setiap produk yang masuk
ala

memi
ketentuan yang berlaku. Sementara
itu, produk yang tidak halal harus
@n keterangan tidak halal
secara jelas, agar dapat diketahui

o

mencantumk:

konsuman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 42 Tahun 2024, kategori
bersertifikat halal

produk yang waj

selama
kurang lebih 12 tahun sejak disahkan,
Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
tahap pemberlakuan
kewajiban sertifikasi halal pada 18

kesehatan, kosmetik, produk kimiawi
produk rekayasa genetika, serta berbagai
barang gunaan.
Kategori barang gunaan tersebut
iti sandang, penutup kepala,
perbekaian kesahatan rumsh
Tangga, peralatan rumah tangga,
perlengkapan ibadah umat Islam, alat
tulis, perlengkapan kantor, hingga alat
kel

Dengan cakupan (ersehu(, 18 Dktuber
2026 menjadi momentum penting untuk
mewujudkan program Waiib Halal
Oktober (WHO). Namun, implementasi
kebijakan ini masih menghadapi
sejumlah tantangan, terutama terkait
dengan kesiapan pelaku usaha mikro.
dan menengah (UMKW) dalam

alal.

han

baku dan bahan tambahan pangan, hasi

Ketua Yayasan Lemhag Konsllmen
(YLKI). Niti Emiliana

an jasa
obat bahan alam, obat kuasi,

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Komisi IV DPR RI

Pemerintah Jangan
Tergesa-gesa Dulu
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UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPE)

(44

Pemerintah harus
memastikan kesiapan

kasi halal telah melalui sejumlah
tahapan dan tidak dilakukan secara

kebijakan 1ersehu1 telah memasuki fase
penerapan 2024 dan akan berlanjut
Re tahap herikutnya pada 2036

“Oktober tahun 2026 kan sekarang
untuk segera berlakukan wajib halal,”

Meski demikian, ia masih

serta gerai makanan ki
engah persiapan .mplpmemaq
kan tersebut, muncul pula gugatan
ke MK

panjang seharusnya menjadi bekal
a untuk memenuhi
asi halal sesuai dengan

i
kewajiban sert

iajukan oleh seorang pedagang
seblak. Gugatan itu meminta

Sebaliknya, Anggota Komisi IV DPR

RI, Firman
merintah agar tidak tergesa-gesa

kimiajlosiy seriiia pelal basafea

f bagi usaha

mikro dan eecil (UMK) hingga Pemerintah
d

banyak pedagang kecil dan palaku
UMKM yang merasa belum mendapatkan
rta bimbingan teks

Di sisi lain, tuntutan

fasilitasi yang
Niti mengatakan YLKl masih mengawal

perkembangan perkara tersebut. la

berharap putusan yang dapat

tifikasi halal

kepada UMKM tanpa memastikan

kesiapan pelayanan, kemudahan

prosedur, serta sosialisasi yang memadai.
Perbedaan pandangan tersebut

mencari titik

keadilan bagi
Usaha UMKM tanpa mengabaikan aspek

terhadap kepastian kehalalan produk
juga semakin meningkat. Sej

Koneuman dari kalangan Ganerass 2

dan milenial mulai mempertanyakan
status kehalalan makanan dan minuman,
terutama yang dijual di restoran, kafe,
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EPJPH harus

memastikan kebijakan

‘Sementara itu, Ketua Forum Konsumen
Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Aba
mendesak agar 18 Oktober 2026 benar-
benar menjadi momentum pemberlakuan
Wajib Halal Oktober. Ia menilai masa
yang telah berlangsung cukup

Oktober In| Momentum
Penegakan UU JPH

temu antara
regulasi, kesiapan pelaku usaha, dan
periindungan konsumen

untuk mengetahui lebih jauh
pandangan Tulus Abadi dan Firman

halal yang akan berlaku pada 18 Oktober
2026, berikut petikan wawancara dengan
keduanys

nimbulkan persoal
sisahin keetl apabils ditole gt

pelaksanaan
kebijakan ini sebelum
menerapkannya secara
menyeluruh.

memahami prosedur sertifikasi halal
atau kesulitan mengakses layanan

8 Oktober
2026. Artinya. produk P pelaku

denga sosia-

lisasi yang masif. mu pembebasan

jib halal harus mengantongi sertifikat
halal. Bagaimana pendapat Anda?
Tujuan kebijakan ini baik dan
mulia. Kita mendukung upaya Peme
rintah dalam menjamin kehalalan
produk yang beredar di masyaraka
Namun, implementasi kebijakan me-
lalui Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPIPH) harus mem-
pertimbangkan kondisi claku
usaha, terutama pedagang kaki lima
(PKL). pelaku UMKM. dan peda-
gang makanan di pasar radisional

xlkah sertifikasi halal belum

Pemerintah
rul di ldp.mg.lrl (l.m memahamm; posisi
pelaku_ usaha,

yang

Apa pesan Anda kepada Peme-
rintah?

SayameminiaBeme memasti-

i benar-benar
terlaksana, bukan
sekadar menjadi
aturan di atas kertas.

Bagaimana pandangan Anda
mengenai pemberlakuan cfektif

UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (UU JPH)

tidak diper: .ka.ul secara matang,

Kkebijakan yang (e

sulit oleh scbagi
kewajiban tersebut dipal
perbaikan pelayan

ebijak-
i Dt stop st
Sl e Km.m,m
sistern pelay crnudahan prose-
dur, serta sosialisasi hmugd tingat desa
harus menjadi priorita

Tangan lﬂgv gesa member-
lakukan ke v ini jika scluruh
peranglat p(-ndukungnv belum

‘gikan, wrutama bagi PKL dan peda-
gang makanan di pasar tradisional

UdaX terbus bara momberlakuhan
Kkewajiban sertifikasi halal bagi selu-
ruh pedagang mulai 18 Oktober 2026.

ol barizomal apabila kewajiban
tersebut diterapkan tanpa Kestapan me-
Konimi ot s o Ot oAb

kesiap
an pelaksanaan kebijakan ini scbelurm
menerapkannya secara menyelurub

Mengapa demikian?
Kebijakan tersebut berpotensi me-

yang memadai

Karena itu. penegakan kebijakan
harus didabului dengan sostalisast
dan pendampingan yang cukup
Jangan sampai pedagang kecil meng-
hadapi tckanan hanya karena belum

ap. Pemerintah harus
Tnemiastikan batiwa pelako tsaba mo.
mahami kewajibannya dan memiliki

akses yang mudah untuk memenuhi
Ketentuan tersebut

Apa harapan Anda?
Pemerintah harus

Halal Okiober (WHO). Numun, i

dan progr
wujudnya sertif

if dalam mendorong ter-
fikasi halal bagi selu-

an ini benar-benar terlaksana, bukan
sekadar menjadi aturan di atas Kertas,
Pelayanan, fasilitast dan pengawasan

Bebarapalparatan kel iy perla

kebtfaken tersatuat

Apa saja catatan kritis tersebut?

tidak bolch ada relaksast lag1

Scjak UU JPII disahkan, wlah terscdia

m relaksasi sclama

kurang lebih 12 tahun bag: pelaku usaha.

Bt omalesfee) s meningeh (U,
1. dan

harus herjalan agar sohi-
aibe e T ST DAL ok et
kewajiban sertifikasi halal sesuai
dengan ketentuan

Bagaimana dengan pelaku
UMKM?

Pelaku usaha, Khususnya yan,
skala besar, harus proai i1 dan ko-
eratif dalam ka:

Kewajibun s
ketika tersedia
manfaatkan sesuai dengan Ketentuan,

Dagaimana dengan pelaku usaha
besar?
Bagi pelaku usaha besar, scharus-
nya tidak ada kendala berarti dart sist
ya. Proses sertifikasi halal bukan
lah hehan ekonomi yang signifikan
bagi perusahaan berskala besar
Karena itu, mereka scharusnya
menunjukkan kepatuhan dan tanggung
Jawah dengan memasiian prodilk
yang diwajiblean tclal
fikat halal
yang berlaku

i o

Olehkarena i, kewajiban sertifikasi
halal bagi seluruh pelaku usaha yang
masuk dalam k.‘nguu\,\ il halal harus

proses pengurusan sertifikat halal
et diglisas dShpatwidan, Slai
scluruh lapisan pelaku
Tnenninta Femorhiah melaal BB
memberikan layanan sertifikasi halal
secara gratis bagi pelaku UMKM dan
pedagang di pasar tradisional. m REN

Flalal Oktober, yukm b 2056,

Bagaimana memastikan pelaku
nenjalankan kebijakan terse-

but?
Kami mendesak Badan Penye-
lenggara Jaminan Produk Halal

NeTal sl proseikay.
a i, bagi pelaku
mekanisme et
el el s pernyataan pul.tku
usaha
mudah pemenuhan kewajiban bagi
yang memenuhi persyaratan
elalir skema . sertfikast halal
dapa difasilitas;
Jadi, jangan
kecil menjadikan kendala b
sebagai alasan untuk tidak memenuhi

BPIPH bersama aparal berwenang
lainnya perlu meningkatkan pe-
ngawasan sccara berkala atau post-
market control terhadap produsen dan
pelaku usaha yang telah mengantongt
sertifikat halal.

Saat ini, jumlah sertifikasi halal
telah mencapai sekitar 14 juta. dengan
sckitar 80 persen di antaranya berasal
dari sektor UKM dan UMKM. Ju
lah tersebut harus diimbangi dengan
pengawasan yang memadal. m REN
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